
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

PENERIMAAN DAERAH

DARI PENYERTAAN MODAL, DEPOSHO DAN BENTUKINVESTASILAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GI BERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk
pembangunan di Sumatera Utara, dirasa perlu prakarsa
untuk mencari dan menggali sumber-sumber dana yang
telah ada selama ini ;

lebih meningkatkan pelaksanaan

b. bahwa guna mendukung terwujudnya seperti yang
dimaksud pada butir a di atas perlu untuk mengatur dan
mengarahkan dana Pemerintah Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara
Tahun 1950 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1103);

24 Tahun 1956 tentang

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2000,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2000,Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepaia Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4027);

9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakiian Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKXLAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG
PENERIMAAN DAERAH DARI PENYERTAAN MODAL, DEPOSITO DAN
BENTUKINVESTASI LAINNYA.

SAB 2
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adaiah Propinsi Sumatera Utara;
b. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
c. Kepaia Daerah adaiah Gubemur Sumatera Utara;
d. Peraturan Daerah adaiah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera

Utara;
e. Dewan Perwakiian Rakyat Daerah adaiah Dewan Perwakiian

Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara;

f.Biro Keuangan...



f. Biro Keuangan adalah Instansi/unsur Secretariat Daerah yang di
pimpin oieh seorang KepaSa Biro berkedudukan di bawah dan
beitanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melaiul Asisten
Administrasi;

g, Penerimaan Daerah adalah seluruti hasii peiempatan dana
Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal deposit© dan
bentuk investasi lainnya;

h. Penyertaan Modal adalah penempatan dana Pemerintah Daerah
dalam bentuk investasi, surai-surat berharga (saham, obiigasi
dan sebagainya) atau dengan memanfaatkan iembaga reksadana
untwk fcujuan memperoieh keuniungan (pain) atau deviden;

i, Deposito adalah penempatan dana Pemerintah Daerah dalam
bentuk simpanan berjangka (time deposit) dan memperoieh jasa
dalam bentuk suku bunga tertentu dan penarikan kembaii danayang telah ditempatkan, hanya dapat dilakukan dalam bataswaktu tertentu, yaitu berdasarkan perjanjian yang telah
disepakatS dengan pthan bank sebagai lembaga penyimpan dana;

j. Bentuk Investasi lainnya adalah penempatan dana pemerintah
dalam bentuk investasi langsung seperti mendirikan Badan Usaha
Milik Daerah yang bersifat komersil dan cfikelola secara
profusions!;

k. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disediakan dariPenyisihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
TUJiJAN

Pasal 2

Penerimaan Daerah yang bersumber dari Penyertaan Modal,Deposito dan jasa Giro, Bentuk Investasi Lainnya dan DanaCadangan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan Pembangunandi Sumatera Utara.

BAB III
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Pass! 3

Penerimaan Daerah diperoleh dengan menempatkan sumber-sumber dana dalam bentuk ;
1. Penyertaan Modal;
2. Deposito dan jasa Giro;
3. Bentuk-beniuk Investasi lainnya;
4. Dana Cadangan.

Pasai 4 ...
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Pasa! 4

Penyertaan Modal iebih diutamakan penempatannya untuk membeli
surat-surat berharga milik Badan Usaha Miiik Negara/Daerah dan
atau dari perusahaan swasta yang ada di Daerah,

Pasa! 5
(1) Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dana yang beium

dipergunakan dalam Tahun Anggaran berjalan dengan tetap
memperhatikan iikuiditas keuangan Daerah,

(2) Bunga deposito dan jasa giro adalah menjadi Penerimaan Daerah.

Pasal 6

Penempatan dana dalam bentuk jasa giro dan deposito dilakukan
oleh Biro Keuangan di FT Bank Sumut dan atau Bank Pemerintah
iainnya.

Pasai 7

Penempatan dana dalam bentuk investasi Iainnya harus dilaksanakan
di Wilayah Daerah berdasarkan studi keiayakan dan dapat di
lakukan oleh tembaga konsultan yang independen.

Pasal 8

Penempatan dana dalam bentuk dana cadangan bertujuan untuk
menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga
sebetumnya dan atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang
strategis dan berskaia besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu
Tahun Anggaran.

Pasal 9

(1) Penempatan dana dalam bentuk penyertaan modal, bentuk
investasi iainnya dan dana cadangan harus tertuang dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Mengingat resiko yang dtkandung dari bentuk penyertaan modal
dan bentuk- bentuk investasi Iainnya sangat tinggi, somber -
somber penerimaan daerah seperti disebut pada Pasa! 3 tebih
diutamakan dari basil bunga deposito.

I

BAB IV
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Pass!10

Sumber - sumber dana . -
.untuk penyertaan mocia!f deposits dan

benfcuk Iwestas! iatnnya diperotefi dan :

1. Dana yang disishkan / disediakan dalam Anggaran Pendapatar.
dan Beiartja Daerah,

2. . Sumber - sumber lain pentiapatan yang sah.
3. Dana yang belum dipergunakan

BAS V
PENGELOLAMJ

Pass!11
(l) Btro Keuangan sesuai dengan tugas fungsinya adalah instans

Sekretariat Daerati bertugas mengelofa Penerimaan daerah
seperti disebut pads Pass? 3 Peraturan Daerah ini.

(2)Sire Keuangan mengadministrasikan dengan baik sekiruh
penerimaan yang diatur. daiam Peraturan Daerah ini sehinggs
Kepala Daerati dapat melaporkan jumlah penerimaan daeran
iersebut setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah,

SAB VI
pmmwmm

Pasal 12

Peraturan Daerah ini diiaksanakan oleh Kepala Daerati dan diawasi
oieh Dewar? Perwakilan Rakyat Daerah.

SAB ¥IT
PEMSR5KSAAN

Pass-! 13

Pemerifcsaan ates peiaksanaan,
pertanggungjawaban Pemerintafi- Daerah diiakukan sesuai
perundang - undangan dan peraturan yang berfaiat.

pengeioiaan, dan

Bm ¥111
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BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang ada dalamPeraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana berupahukuman kurungan dan atau denda, yaitu sesuat denganPerundang - undangan dan Peraturan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan
Keputusan Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempahtannya dalam
Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 April 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

T. RI RDIN
Diundangkan di Medan
pada tanggal 22 - 04 - 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,

i)rs.MUHYAN TAMBUSE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010072012.-

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN.229?..NOMORJ.9...̂ M c
N0M0R 4
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PERATURAN DAERAH PR0P1NS1SIIMATERA UTARA
NOM3R 6 TAHUN

TENTANG
PENERIMAAN DAERAH DARI PENYERTAAN MODAL, DEPOSIT© DAM

BENTHIC INVESTASI LAINNYA

2. PEN3ELASAN UMUM

Pembangunan adalah memerlukan dana yang sangat besar untuk
diinvestasikan daiam berbagai proyek guna meningkatkan kemampuan produktif
masyarakat di segaia bidang, disamping itu dana tersebut juga diperiukan untuk
membiayal biaya-biaya rutin Pemerintah Daerah (Belanja pegawai), belanja
barang, belanja pemeiiharaan dan sebagainya) yang terus meningkat dari tahun
ke tahun.

Daiam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayal
seiuruh kebutuhan yang diuraikan di atas, diperiukan prakarsa yang kreatif untuk
mencari sumber-sumber dana berupa penerimaan daerah di iuar penerimaan
daerah yang telah ada.

Seteiah mempelajari peraturan perundang-undangan yang menyangkut
keuangan daerah serta proses penyimpanan dana Pemerintah Daerah, pada
akhimya diperoieh cara kreatif untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan
tanpa membebani warga masyarakat ,

Mengsngat dana Pemerintah Daerah tersebut setiap tahun anggaran seialuada maka sudah barang tentu terbuka peluang untuk menempatkan dana
tersebut ke daiam bentuk penyertaan modal, deposito, bentuk investasf iainnya
dan dana cadangan yang memberikan hasi! yang iebih tinggl dlbandingkan giro,
sesuai dengan suku bunga yang berlaku.

Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomcr 105 Tahun 2000 tentang
Pengeioiaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan MenterfDaiam Wegeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta xata carsPenyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Peiaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah dan Penyusunan Perfiitungan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah, juga membuka peluang untuk memamaatkan oengolahan dana yangbeium dipergunakan ke daiam bentuk sebagaimana tersebut di atas.

|

Berdasarkan



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kiranya dapatiah disimpulkan
oaftwa dengan mengubab tata cara penyimpanan dans Pemerintah Daerafi

sepanjang yang dapat disisihkan akan dapat meningkatkar. pendapatan asli

daerah dengan menempatkannya daiam bentuk penyeriaan modal, deposito,

dana cadangan dan bentuk investasi iainnya.

Mengingat bahwa tatacara penyimpanan dana yang diuraikan di alas

dapat meningkatkan penerimaan Pemeiintsh Daerah untuk menunjang
Pembangunan Daerah, dirasa perlu ditetspkafi Peraturan Daerah tentang

Penerimaan Daerah dari Penyertaan Modal, Deposito dan Bentuk Investasi
Lainnya,

11» PASAL DEMI PASAI
Pasai 1
Pasal 2
Pasai 3
Pasal 4
Pasai 5
Pasai 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasai 10 angka 1

angka 2

cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias
Sumber-sumber lain yang sah dapat berupa
dana aSokasi umum, dana alokasi khusus, dana
kontijeosi, bantuan Pemerintah Puset iainnya
dan hibah dari negara saiiabat
cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias
cukup jeias

angka 3
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasai 14
Pasai 15


